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PEDOMAN TRANSLITERASI
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini
Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri,
yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan dan No0.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988
untuk menulis kata-kata 4

ansliterasi tersebut digunakan

andang belum diserap ke

Nama
Latin

7. ¢
8. 3
9. 3 Zal Z zet dengan titik di atas
10. B ra’ R -
11. B Zai Z -
12. o Sin S -
13. o Syin Sy -
14. o= Sad S es dengan titik di




bawah
15. U Dad de dengan titik di
d
bawah
16. Lk ta’ te dengan titik di
t
i bawah
17. L za’ zet dengan titik di
V4
i bawah
koma terbalik di atas

1. Transliter dengan harakat,

fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan “t”
atau “h”.
contoh: 38 ,kill : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri.

2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”
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Contoh: 4slk : Talhah
Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan
kedua Kkata itu terpisah maka ta’ marbutah itu
ditransliterasikan dengan “h”
Contoh: 4a 5,431 : Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulj

ecuali untuk kata-kata Arab

asa Indonesia

an kata lain,

‘matullah

Zakat-al-Fitri

b seperti-vokal b sia, terdiri

atau monoftong d gkap atau

hasa Arab

No.

Tanda
Vokal

Nama Huruf Latin Nama

vii




Fathah A A
__________ Kasrah | '
__________ Dammah U U

Contoh:

X - Kataba

h}arakat dan

berikut:

No | Tanda Nama Latin Nama
Vokal
1. & Fathah dan alif A a bergaris atas

viii




= Fathah dan alif A a bergaris atas
layyinah
= Kasrah dan ya’ I I bergaris atas
e Dammah dan U u bergaris atas
waw
Contoh:

Oy TuhibbUuna
oY) al-Insan

Satu Kata

upa “al” (J)) ditu uruf kecil,

wal kalimat, sedan lam lafadh

. Al-Imam

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan

3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

4. Billah ‘azza wa jalla




5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
Glal : ditulis al-Qur’an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan
huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
raxdll : ditulis as-Sayyi ‘ah

Transliterasi Syad id dilambangkan dengan

itengah maupun di

dan huruf

2

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf

kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan



penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni
penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah
kata sandang “al”, dll.
Contoh:

Sl WY - al-Imam al-

anya berlaku bila

tidak digunakan.

allahi

al-Amrujamia

itransliterasikan de

Contoh:

Ol o slesbal s inya” uliim al-Din

L. Penulisan Kata

Xi



Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau
huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh :

ir al-razigin
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ABSTRAK

Muhammad Fariz Nur Bahri, 2024. “Tinjauan Maslahah
Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus Di
Desa Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)”.
Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Pembimbing: Muhammad Yusron, M.H.

jan harta waris di Desa
ten Pemalang dianggap

Praktik penundaa
Pegundan Kecamatan P

Islam, ti ris untuk
membahas ahli waris
bertempat

masalah
Pegundan Petarukan Kabup ng dengan
mengguna ri salah ‘satu sum i

alasan yang dian mahaman tentang
hukum waris Isla h antar ahli waris
untuk membahas pembagian harta waris, dan tidak semua ahli
waris bertempat tinggal di Desa Pegundan. Berdasarkan beberapa
pengertian dari maslahah terkait tentang maksud dan tujuan dari
maslahah memberikan pandangan bahwa praktik penundaan
dalam pembagian harta waris sebaiknya tidak dilakukan dan
dihindari karena penundaan tersebut akan menimbulkan dampak

XV



negatif dan kemadharatan dikemudian hari, walaupun pada
awalnya memberikan kemaslahatan, namun sifatnya hanya
sementara karena di kemudian hari kebutuhan masing-masing
ahli waris tidak sama dan sewaktu-waktu bisa berubah dari
sekarang.

Kata Kunci: Maslahah, Penundaan Pembagian Waris.
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ABSTRACT

Muhammad Fariz Nur Bahri, 2024. "Maslahah Review of the
Postponement of the Distribution of Inheritance (Case Study in
Pegundan Village, Petarukan District, Pemalang Regency)".
Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia,
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Muhammad Yusr@gn, M.H.

The practice of pg istribution of inheritance

heirs living in Pe
is a[field-resear

approach. observes; records

informatio analyzes the probl the delay
heritance in Pegun Petarukan
District, gency using a th ne of the
sources of , hamely maslahah. ue used in
ce persons for this purposive

community occu
understanding o the absence of
deliberation between heirs to discuss the distribution of
inheritance, and not all heirs reside in Pegundan Village. Based
on several definitions of maslahah related to the purpose and
purpose of maslahah, it gives the view that the practice of
postponement in the distribution of inheritance should not be
carried out and avoided because the delay will have a negative
impact and harm in the future, although initially it provides
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benefits, but it is only temporary because in the future the needs
of each heir are not the same and can change at any time from
now on.

Keywords:  Maslahah, Postponement of Inheritance
Distribution.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk yang hidup di dunia ini pasti
mengalami peristiwa iran dan pasti akan mengalami
kematian, tak t Pada peristiwa
kelahiran ses enimbulkan akibat-
akibat hu

datang sangat
dipengaru ng dianut oleh
masyarakat yang ada. Menurut masyarakat jahiliah, ahli
waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari
keluarganya yang meninggal adalah laki-laki yang
berfisik kuat dan memiliki kemampuan untuk memanggul

Y Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia
Suatu Kajian Di Bidang Hukum Keluarga, (Malang: Setara Press, 2017), him.
148.



senjata serta mengalahkan musuh dalam setiap
peperangan. Namun setelah Islam datang, sedikit demi
sedikit masyarakat jahiliah mulai meninggalkan
kebiasaan mereka dalam membagi harta

warisan. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat
perhatian besar kare bagian harta warisan sering
ng menguntungkan dan

Nabi juga
u faraidh
u tersebut

akan ilmu’ yang akan
erhatian dan mina limin serta
h satusilmu yang a oleh Allah
ri kiamat tiba.2

ris atau ilmu faraid salah satu

(tirkah) pewaris,
di ahli waris dan
berapa bagiannya masing-masing”.®> Hukum waris Islam
memiliki beberapa asas seperti asas ijbari, asas bilateral,
asas individual, asas keadilan berimbang dan asas akibat
kematian. Pada dasarnya dengan mengetahui serta

2 Habiburahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana, 2011).
8 Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.



memahami makna dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut
pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak
besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil dan
berimbang.*

Perkara mengenal
melekat dalam kehi
menjadi hukum

kewarisan sangat penting dan
ri-hari. Hukum waris Islam
at dengan masyarakat

kum Islam
Indonesia

ggunakan

mahaman
engenai - urgensi ris Islam
h satu faktor penti pengaruhi
m waris Islam di rang yang
memahami huku tentu akan
n orang yang tid

seperti Penulis
menemuk agian harta waris
di mana pewaris meninggal dunia 20 tahun yang lalu
dengan meninggalkan sebuah rumah dan tanah
pekarangan, ahli warisnya adalah dua orang anak laki-laki
dan empat orang anak perempuan dimana salah satu anak

4 Abu Abdullah, Figih Waris Pembagian Warisan menurut Syariat
Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), Penerjemah Bahrun Abubakar Lc.

% Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2018).



perempuannya sudah meninggal dunia lima tahun yang
lalu. Rumah dan tanah tersebut berada dalam satu lokasi
yang sama dan dihuni oleh anak perempuan pewaris yang
terakhir dari saat pewaris masih hidup sampai sekarang
dimana anak perempuan terakhir pewaris juga sudah
meninggal dunia sehingga rumah betua tersebut dihuni
oleh cucu-cucu pe i anak perempuan terakhir
yang telah meni ta waris tersebut belum

I waris bel
istiwa penundaan
r  kemungkinan
i kemudian hari d
musuhan-~dan rasa
rakibat fatal jika s
ar ahli waris akib
nunggu ‘pembagian
banyaknya pola

Pegundan sudah seperti menjadi kebiasaan yang tertanam
dan berkembang di masyarakat. Penundaan pembagian
harta warisan ini tentu terjadi karena ada faktor-faktor
yang mempengaruhinya dimana hal tersebut yang akan
menjadi fokus penelitian Penulis. Penundaan pembagian

6 Hasil wawancara di Desa Pegundan.



harta warisan juga akan berdampak pada kondisi sosial
dan psikologis antar anggota keluarga. Hal ini menjadi
tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang
mendorong terwujudnya keadilan, kebersamaan dan
tanggung jawab terhadap pembagian harta waris.
Berdasarkan beberapa uraian diatas, Penulis
merasa perlu untuk megabahas lebih lanjut dan meneliti
lebih dalam men jauan maslahah terhadap
penundaan pe is di Desa Pegundan.

praktik penundaan
undan: Kecamatan

tinjauan, maslah lamanya
harta waris di Des ecamatan

pembagian harta waris di Desa Pegundan Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam. Dan
diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan
referensi  bagi  penelitian  selanjutnya untuk
dikembangkan lebi

bagaimana
a modern

jan Kewarisan Isla
Imu kewarisan Is
U yang /sangat pe
Islam. Pentingnya

kan salah
keilmuan

yang memiliki
am harta warisan
adalah ketetapan Allah, bukan keinginan atau
hawa nafsu keluarga, maka akan dapat menerima
dengan keridhoan dan hati yang tenang.’

Hukum waris Islam telah diatur secara
tegas dan gamblang melalui Al-Qur’an dan

" Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana,
2004).



Hadits. Kewarisan merupakan proses
berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai
akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud
adalah kepemilikan terhadap harta bergerak
maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang
belum  berwyj harta.  Menurut  Syekh

habuni dalam kitabnya
ewarisan adalah ilmu
informasi tentang
ng ditinggalkan

ngannya.. yang
jatah setiap ahli w.
Sayyid Sabiq dal i h sunnah
skan bahwa ilm [

siapa-siapa yang
berapa bagiannya
masing-masing. Dalam ilmu waris, dijelaskan
tentang apa yang dimaksud dengan harta waris,
siapakah yang berhak menerimanya, apa
penyebab mendapatkan warisan dan apa penyebab

8 Ahmad Bisyri Syakur, Panduan Lengkap Memahami Hukum Waris
Islam, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), him. 3.



tidak mendapatkan warisan, sehingga harta yang
diperoleh dipastikan menjadi harta yang halal
untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.’

b. Unsur-unsur Kewarisan Islam
Unsur-unsur kewarisan ini sering juga disebut
dengan rukun a karena keberadaan bagian-
bagianini ris bisa terlaksana dengan

juga harus
ditentukan
ur tersebut

ewaris (al-muwari
Pewaris seseorang

unia dan

ak-hak materi, bis
eseorang yang tela

Ahli waris adalah seseorang yang
masih hidup saat meninggalnya pewaris
dan memiliki hubungan pernasaban atau

9 Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam.
10 Ahmad Bisyri Syakur, Panduan Lengkap Memahami Hukum Waris
Islam, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), him. 35.



pernikahan yang sah dan masih
berlangsung.
¢) Harta waris (al-mirasth)
Harta waris adalah  semua
kepemilikan halal atas harta dan hak
tau komersial yang telah
leh pemiliknya akibat
arta waris merupakan

ak akan terjadi an. Dalam
ukum Islam. harta i an sebagai
egala  sesuatu ya iti Ikan oleh
ewaris yang secar pat beralih
epemilikannya ke
embagian Harta
erkara mengenai

an berapa bagian
menerima harta

Adapun terkait waktu pembagian harta
waris, memang tidak disebutkan secara langsung
waktunya dalam Al Quran, namun dalam ayat-

1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana,
2004), him. 206.
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ayat tentang kewarisan memberikan isyarat bahwa
harta waris itu sudah bisa dibagi setelah semua
pengurusan jenazah pewaris selesai. Adapun
kewajiban ahli waris terhadap jenazah pewaris
adalah mengurus jenazah dari proses memandikan
sampai mema an, melunasi hutang-piutang
i wasiat pewaris apabila
a waris peninggalan

alam'melakukan s n terutama
al kebaikan yang i an hukum
dalam Al
uran surat

menimbulkan fitnah dan kemadharatan terhadap
manusia.
2. Teori Maslahah
a. Pengertian Maslahah

12 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: al-Ma’arif, 1981), hlm.
79.



11

Maslahah merupakan suatu kemaslahatan yang
tidak ditetapkan oleh syara’ tentang suatu hukum
untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat
suatu dalil syara’ yang memerintahkan untuk
atau  mengabaikannya.®®
ra menetapkan hukum
anusia. Sesuatu yang
hukumnya, baik

rang, berarti

terkadang
u ihtihsan.

giyas.terdapat d , pertama
peristiwa yang ketentuan
ya berdasarkan n peristiwa
um ada dasar ketet ya. Dalam

terhadap satu peri
n hukumnya, dan

ntuk dikerjakan,
yang mendorong

ditetapkannya peristiwa.*
b. Dasar Hukum Maslahah

13 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan
Hukum Figh Islam, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1993), him. 105.

14 Moh. Padil dan M. Fahim Tharaba, Ushul Figh Dasar, Sejarah
dan Aplikasi Ushul Figh dalam Ranah Sosial, (Malang: Madani, 2017), him.
105.
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Menurut jumhur ulama, maslahah adalah dalil
syara’ yang dapat digunakan untuk menetapkan
suatu hukum peristiwa. Mereka beralasan bahwa
kebutuhan manusia dari masa ke masa selalu
berkembang. Bila kebutuhan manusia tidak
dibarengi de emaslahatan, kehidupannya
akan menj iranya kemaslahatan itu

lain  untuk
lahah. Hal ini
an hukum.
jkan dasar

banyak
a atau kejadian ya hukumnya
ariat . sendiri "~ tid mengikuti

hatanymanusia.
ifat syariat Islam

rtentangan
sepanjang

aslahah

amaliyah dan
keimanan dan

15 Moh. Padil dan M. Fahim Tharaba, Ushul Figh Dasar, Sejarah
dan Aplikasi Ushul Figh dalam Ranah Sosial, (Malang: Madani, 2017), him.
106.



13

agidah adalah hak Allah semata untuk
menetapkan.®

F. Penelitian Yang Relevan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya baik skri aupun karya ilmiah lainnya,
memiliki persama bedaan dengan penelitian

enelitian tersebut
membiasakan

beberapa

penelitian yang
atnya pun tentu
berbeda. Penelitian ini fokus pada dampak penundaan
waris sedangkan penelitian penulis membahas tentang
tinjauan hukum Islam terhadap lamanya pembagian harta

16 Moh. Padil dan M. Fahim Tharaba, Ushul Figh Dasar, Sejarah
dan Aplikasi Ushul Figh dalam Ranah Sosial, (Malang: Madani, 2017), him.
107.
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waris analisis maslahah mursalah dan praktik pembagian
harta waris di Desa Pegundan.’

Skripsi karya Akhyannor, Mahasiswa Fakultas
Syariah Institut Agamagdslam Negeri Palangkaraya yang
berjudul “Penundaa jan Harta Warisan Bagi Ahli
Waris di Kota spektif Hukum Islam”.

ta warisan tertun
lis terletak ‘pada
rakat yang-diteliti.t

litian dan

hajir dan
ini, itia: kum dan
olah Tinggi Aga
berjudul

ndaan sebelum
n. Penelitian ini
membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi
penundaan pelaksanaan pembagian warisan dan tinjauan
hukum Islam terhadap penundaan pembagian warisan.

17 Nurhalimah Nasution, Skripsi: “Penundaan Pembagian Harta
Warisan Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas
Utara Dalam Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

18 Akhyannor, Skripsi: “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi
ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam”. Fakultas Syariah
IAIN Palangkaraya.
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Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada teori
yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori udzur
syar’i sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis
maslahah.®

Jurnal karya
Hukum Keluarga
Aceh yang
Warisan
alasan

i Abdullah, Jeulame: Jurnal
Permusyawaratan Ulama
Pembagian Harta
embahas tentang

bagian warisan
kecil atau™ belum

ahli waris,
erbuatan memaka a batil dan
a. Perbedaan p i dengan
lis terletak pada digunakan

Jurnal Kajian Hukum Islam Insti gama Islam Negeri
Fatahul Muluk Papua yang berjudul “Tinjauan Hukum
Waris Islam Dalam Penundaan Pembagian Harta Warisan

19 Fitrotul Khasanah, Muhadjir dan Akhmad Muhaini. “Analisis
Hukum Waris Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa
Jogopaten”. Justitia: Jurnal IImu Hukum dan Humaniora, STAI An-Nawawi
Purworejo.

20 Asnawi Abdullah, “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan
Dampaknya”, Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam MPU Aceh.
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(Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara
Tami, Kota Jayapura)”. Jurnal ini membahas tentang
faktor-faktor terjadinya penundaan pembagian harta
warisan diantaranya adalah kurangnya musyawarah antar
ahli waris, salah s g tua masih hidup, anak
dianggap belum mban warisan dan lain

pada obje asyarakatnya.?!
dahulu di atas,

ian di atas adala
lahah Terhadap
tudi Kasus di Desa
paten‘Pemalang)”. elitian ini
pada penundaan i

n dari orang-orang
dan perilaku yang diamati.?> Pendekatan kualitatif
adalah penggambaran secara menyeluruh tentang
suatu masalah yang berkembang di masyarakat.

2L Bambang Edi Tilarsono, “Tinjauan Hukum Waris Islam Dalam
Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur,
Distrik Muara Tami, Kota Jayapura) ”, Al-Agwal: Jurnal Kajian Hukum Islam,
IAIN Fathul Muluk Papua.

22 Thohirin, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan
Bimbingan Konseling, (Jakarta: Rajawali, 2013).
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Metode ini menggambarkan gejala, fenomena atau
peristiwa tertentu dengan mengumpulkan data yang
dilakukan untuk mendapatkan informasi yang
dibutuhkan terkait dengan kondisi, gejala atau
variable tertentu yang dalam hal ini berkaitan dengan
tinjauan maslahah adap penundaan pembagian
harta waris di dan. Jenis penelitian yang
digunakan uridis empiris. Jenis

data merupakan s mengenai
data-tersebut.dip . m-macam
yaitu:
mer

ata primer adalah
peroleh secara lan

k pada penelitian
primernya adalah
beberapa masyarakat Desa Pegundan yang telah
menunda membagi harta waris dan perangkat desa
yang terlibat dalam pembagian harta waris di Desa
Pegundan.

23 Bagja Waluyo, Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di
Masyarakat, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007).
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b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data penelitian
yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber

suatu analisis atau biasa
ata tidak langsung.?*

an guna memper ng sesuai
rat.

gumpulan Data
litian ini  men jenis
n data, yaitu:

pewawancara
pertanyaan dan
narasumber  (interviewee) yang memberikan
jawaban atas pertanyaan itu.?® Dalam hal ini yang
diwawancarai adalah beberapa sampel masyarakat

24 Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi
disertai Contoh Proposal, (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta
Press, 2020), HIm. 53.

%5 Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi
disertai Contoh Proposal, (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta
Press, 2020), HIm. 59.
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yang ada di Desa Pegundan. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan  teknik  purposive  sampling.
Purposive sampling adalah teknik penentuan
sampel dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan t tu ini misalnya orang tersebut
ahu tentang apa yang kita
dia sebagai penguasa

an peneliti.. Penu
a batas dalam-men yang akan

(a

bih dari lima tahun,
ninggal dunia.

an bahan-bahan
lain yang gar peneliti dapat
memahami informasi mengenai materi tersebut agar dapat
dipresentasikan kepada orang lain. Proses analisis data
pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dari
Miles dan Huberman, yang terdiri dari: (a) reduksi data,

26 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar:
Syakir Media Press, 2021), HIm. 137.
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(b) penyajian data dan (c) penarikan kesimpulan, dimana
penelitian berlangsung akan dilakukan secara bersamaan.
a. Reduksi Data
Memilih,  memusatkan, = menyederhanakan,
mengabstraksi dan mengubah data mentah dari
catatan lapangan h fase reduksi data.?” Setelah
itu, peneliti hasil penelitian dan
dahkan analisis data.
kan, menyeleksi,
gorganisasikan

Miles dan
metode penyajian ling umum
dalam penelitian k
endeskripsikan i tinjauan
rhadap penundaan arta waris

I. Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan penelitian ini dibagi
menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari
beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan

2T Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada). HIm 129-130.
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penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun
sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB | yaitu Pendahuluan, yang berisi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan atau manfaat penelitian, metode penelitian,
penelitian yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB Il yaitu Laadasan Teori, yang berisi tentang

duk Desa Pegu
ian harta waris di
yaitu Analisis Pen

Islamterhadap
ikan tentang hasil
penundaan pemb
erdasarkan . data-d

sudah dilakukan.
itu Penutup,



BAB 11
HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN TEORI MASLAHAH

A. Hukum Kewarisan Islam
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Istilah waris d itab figih disebut juga dengan
istilah faraid a Secara etimologi mawaris
adalah ben mirast yang memiliki
arti wagi i : is berasal dari kata
iratsan yang
kekal dan
seseorang
ana orang

apa yang

hidup’ tersebut
oleh orang yang

waris  dslam proses
a kepemilikan d g sebagai
kematian. Kepem dimaksud

milikan terhadap

ang memberikan
milikan harta yang
ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya dalam
bentuk harta benda atau hak-hak materi lainnya.
Adapun menurut Dr. Wahbah az-Zuhayli ilmu waris
merupakan  aturan-aturan  hukum  figih  dan

28 Abu Abdullah, Figih Waris Pembagian Warisan menurut Syariat
Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), HIm. 2, Penerjemah Bahrun Abubakar
Lc.

22
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penghitungannya yang memberikan informasi tentang
jatah setiap ahli waris dari harta warisannya. Sayyid
Sabig dalam kitab Figih Sunnah menjelaskan bahwa
ilmu waris adalah ilmu pengetahuan tentang jatah
warisan yang telah ditentukan oleh Allah.

Sementara itu, hakum waris menurut Kompilasi
Hukum Islam a um yang mengatur tentang
pemindahan rta peninggalan pewaris
(tirkah), i ang berhak menjadi
ahli

warisan
n menjadi
halal untuk n dalam

9
an ahli waris ter ris seperti
skan dalam Ko i um Islam

ngurus’ dan m sampai
jenazah selesai,

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam
a. QS. An-Nisa ayat 7

29 Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
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T % o524 . Yo B e < -
sleilly 03315 O 85 & Lo Jul

255 5 e 8 & 03535 oldgh 55 & Lo

P3pe ol
i-laki ada hak bagian dari harta

30 QS. An-Nisa (4): 7.



Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan)
kepadamu ten

dia (yang
dan dia
a), ibunya

getahui siapa di
nyak manfaatnya
bagimu. Ini  adalah  ketetapan  Allah.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
lagi Maha Bijaksana.”(QS. An-Nisa ayat 11).
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Ayat ini mengatur perolehan anak dengan tiga
garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga
garis hukum, serta soal wasiat dan hutang.!

c. QS. An-Nisa ayat 12

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari
harta yang ditinggalkan_oleh istri-istrimu, jika
mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-
istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat
seperempat dari _harta yang ditinggalkannya
setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau
(dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka
(para istri) seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika
kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri)

31 QS. An-Nisa (4): 11.
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seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
(setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau
(dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika
seseorang, baik laki-laki maupun perempuan,
meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan
anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki
(seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu),
bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka
(saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang,
mereka bersama-sama dalam bagian yang
sepertiga_itu, setelah (dipenuhi_wasiat) yang
dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya
dengan tidak menyusahkan (ahli  waris).
Demikianlah ketentuan ~Allah. _Allah Maha
Mengetahm lagi Maha Penyantun ”(QS An-Nisa
ayat 12 -

Ié_ﬁa\t ini mengatur tentang perolehan duda
dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang.
Mengatur janda dengan dua garis hukum, soal
wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara
dalam hal kalalah dengan dua garis hukum.*3

q‘aﬂ'

g 555391 ol 855 & Ji5s dlas

Js‘_;u SE W O pinds b 350 (..Q(E\ C;.u;
Artinya: “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan)
kami telah menetapkan ahli para waris atas apa

32QS. An-Nisa (4): 12.



28

yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan
karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah
bersumpah setia dengan mereka, berikanlah
bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah
Maha Menyaksikan segala sesuatu.”(QS. An-Nisa
ayat 33). -

Ayat ini mengatur mengenai mawali (ahli
waris  pengganti) yang mendapat harta
peninggalan dari ibu bapaknya, mengenai mawali
yang mendapat harta peninggalan dari agrabun-
nya, mengenai mawali yang mendapat harta
eninggalan dari tolan seperjanjiannya, dan

perintah agar pembagian bagian tersebut
dilaksanakan.®®
S-Nisa ayat 176
u.ﬁ,.\ Ella 13541 uy.uﬁ\ d 4 ﬁ J@ 33;&..“1’@':” 5
évltea;aﬁj 85 6 Liias gls E31 105 35 4

b5 85 G A gl e WS 06 W5 d 3%

‘£ E '}?\Jard.a;-\lb S-an)j ‘2?\.73 33}\ \;:\/f

‘l e ;w@mb%@ 5 33
L | —/' I

Artinya: “Mereka meminta_fatwa kepadamu
(tentang kalalah). Katakanlah “Allah memberi
fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika
seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai
anak, tetapi mempunyai saudara perempuan,
bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua

3 QS. An-Nisa (4): 33.
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dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara
laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara
perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan
tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang,
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri
atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan,
bagian seorang saudara laki-laki sama dengan
bagian dua orang saudara perempuan. Allah
menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu
tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.”(QS. An-Nisa ayat 176_).i

Avyat ini menerangkan mengenai kalalah dan
mengatur mengenai perolehan saudara-saudara

dalam kalalah.®*
Syarat-syarat/\\Wari
aris adalah sesua
pengaruhi adanya
adalah hal yang h
er d| pembagian . harta

un dan Syarat-sy.
ah sebagai b

' seseorang  yang

diyakini meninggal dunia dan meninggalkan
kekayaan harta benda atau hak-hak materi,
bisa juga diartikan sebagai seseorang yang
telah meninggal dunia dan meninggalkan
sesuatu yang dapat beralih kepemilikannya

jadi faktor
sedangkan
i sebelum
ama sepakat

34 QS. An-Nisa (4): 176.
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kepada keluarganya yang masih hidup.
Pewaris bisa berasal dari orang tua, kerabat
atau salah satu diantara suami dan istri.

2) Ahli waris (al-warist)

Ahli waris adalah seseorang yang masih
hidup saat meninggalnya pewaris dan
memiliki bungan  pernasaban  atau

h dan masih berlangsung.

3)
emua kepemilikan
material atau
alkan oleh
nia. Harta

Kipun unsur ‘pewar aris telah
nuhi namun‘unsur tidak ada,
a tidak-akan terj kewarisan.
m hukum Islam diartikan
gai segala sesuatu
aris yang secara

misalnya sang hakim memutuskan kematian
seseorang yang hilang sesudah tidak diketahui
berita keberadaannya dalam jangka waktu
yang biasanya seseorang tidak dapat bertahan
hidup sesudahnya.
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2) Orang yang mewaris terbukti masih hidup
sesudah  kematian orang yang akan
diwarisinya, meskipun dalam waktu yang
sebentar dengan hidup yang sebenarnya atau
atas dasar prediksi masih hidup.

hukum  waris  Mesir
ini dengan tiga materi

asarkan keputusan
k berhak 'mewa
a pihak yang me i saat orang
diwarisinya meni atau disaat
m dalam keputus
meninggal dunia
ih ada’ di dala
aris apabila meme
ada dua or

lada hak bagi

warisi harta yang
lain, baik keduanya meninggal dunia dalam
kecelakaan yang sama ataupun dalam kondisi
lain.

4. Asas-asas Kewarisan Islam

35 Abu Abdullah, Figih Waris Pembagian Warisan menurut Syariat
Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), HIm. 13, Penerjemah Bahrun
Abubakar Lc.
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Hukum kewarisan Islam merupakan hukum Allah
yang diciptakan untuk kepentingan manusia. Al-
Quran menjadi sumber utama hukum kewarisan Islam
dengan disempurnakan oleh Sunnah Nabi dan ijtihad
ulama. Asas-asas dalam hukum waris Islam
diperlukan agar dapat diketahui sejauh mana
spesifikasi hukum is Islam dan nilai keadilannya
sebagai hukum umber dari wahyu Allah.
Berikut ini kum waris Islam:

sendirinya
isandarkan
warisnya.
i paksaan

ijbari secara b
pulsory).” Berlak
m waris Islam m
es peralihan

warisnya tidak
diwajibkan untuk membayar semua utang
pewaris tersebut, apabila ada ahli waris yang
hendak membayar utang pewaris tersebut,
maka hal itu bukanlah suatu kewajiban,
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melainkan suatu dorongan moralitas yang baik
oleh ahli waris.®
b. Asas Bilateral
Merupakan asas kewarisan Islam yang
rti bahwa proses peralihan harta

pihak). Setiap orang
dari kedua belah

mewarisi atau di
Individual

sas ini-mengand hwa harta
s dapat dibagi kep. i nya untuk
iliki secara pr dalam

yang berhak

d. Asas Keadilan Berimbang
Mengandung arti bahwa pelaksanaan
kewarisan harus ada keseimbangan hak dan
kewajiban antara yang diperoleh dan yang

3% Daud Ali, Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: Raja Grafindo), HIm. 126.

37 Beni Ahmad Saebani, Fikih Mawaris Cet ke 1, (Bandung: Pustaka
Setia), HIm. 19.
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harus ditunaikan. Laki-laki dan perempuan
sama-sama memperoleh bagian harta waris,
namun dalam hal jumlah yang diterima antara
laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan,
yaitu laki-laki mendapatkan dua bagian
sedangkan empuan hanya mendapatkan

seseorang kepa in adalah
ila orang tersebut iliki harta
meninggal du an harta
but dapat dialihk rang lain
na memiliki hubun

meninggal dunia, dan istri menjadi ahli waris
bagi suaminya apabila suaminya meninggal
dunia. Orang yang mewaris dengan sebab
perkawinan tidak dapat digugurkan hak

% Rahmad Bagindo, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,
(Bandung: Citra Aditya Bakti), HIm. 5.
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warisnya secara keseluruhan (mahjub hirman,
melainkan hanya mahjub nugshan). Untuk
dapat mewaris melalui hubungan perkawinan
tidak disyaratkan adanya persetubuhan atau
khalwat selgga akad nikah yang dilakukan

wala’  merupakan
ng timbul akibat

bekas budaknya, ya adalah
abah bin nafsi. a zaman
rang hubunga
erdekakan budak i ak berlaku
sebab saat ini tida
an Ahli'Waris

aris, beragama
a hukum untuk
menjadi ahli waris. Penggolongan ahli waris ini ada
yang ditetapkan secara khusus dan langsung oleh
Allah. Menurut ajaran patrilineal Syafi’i ahli waris
dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:*°

39 Abu Abdullah, Figih Waris Pembagian Warisan menurut Syariat
Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), Penerjemah Bahrun Abubakar Lc.

40 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2018), HIm. 104.
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a. Ahli waris Dzul faraidh
Dzul faraidh adalah ahli waris yang
mendapat bagian warisan tertentu dalam
keadaan tertentu. Dalam kaitannya dengan hal

ini, Al-Quran menjelaskan bahwa ahli waris
yang berkedudukan sebagai dzul faraidh ialah:
puan yang tidak berhimpun
i oleh anak laki-laki;

golongan
waris pertama ini leh semua
k yang mengemu mengenai
m kewarisan Isla [ tikan kata
kata, maka kata dz
ul atau dzawwu

n

empunyai bagian
endekati arti dan
maksudnya dalam istilah hukum kewarisan
yang berbunyi “dzul faraidh adalah ahli waris
yang memperoleh bagian warisan tertentu dan
dalam keadaan tertentu”.

Di antara dzul faraidh tersebut ada yang
selalu menjadi dzul faraidh saja, dan ada pula
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yang hanya sesekali menjadi dzul faraidh di
mana dalam kesempatan lain menjadi ahli
waris yang bukan dzul faraidh (disebabkan
karena keadaan atau hal-hal tertentu). Pertama,
golongan mereka yang selalu menjadi dzul
faraidh antara lain ibu, duda dan janda. Kedua,
ahli waris vy, hanya sesekali menjadi dzul
faraidh pada kesempatan lain
] an dzul faraidh adalah
audara laki-laki dan

dapat bagian terbu
at khusus bagi ahli h yakni ia

s satu ‘ushbah Satu
ah berartisatu ke arga yang
punyai hubungan unan laki-
(garis keturunan . Menurut

n Syafi’i ahli wa
tiga macam, yai
abah bi nafsj

un orang Yyang
termasuk ke dalam golongan ini ialah:
a) Anak laki-laki;
b) Bapak; dan
¢) Saudara laki-laki.
2) Ashabah bil ghairi



38

Ashabah bil ghairi adalah kondisi di
mana seorang perempuan  menjadi
ashabah (yang mendapat bagian tidak
tertentu) karena ditarik oleh seorang laki-
laki. Jadi, asalnya ia bukanlah seorang
ashabah (tadinya ia adalah dzul faraidh).
Laki-lakia yang menariknya menjadi
ah saudara dari perempuan
ushbah dan sederajat.

shabah ma 'al gha
Ashabah ‘ma’al
erempuan: yang
eturunan perempu i ris. Dalam
al ini,  keturun

endapat . bagia
edudukannya se
nya  diberj

karena mewaris
bersama orang lain (dalam hal ini
keturunan perempuan pewaris).
c. Ahli waris Dzul Arham
Golongan ahli waris dzul arham ialah
orang Yyang mempunyai hubungan darah
dengan pewaris. Menurut Hazairin, dzul
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arham adalah semua orang yang bukan dzul
faraidh dan bukan ashabah. Mereka pada
umumnya terdiri dari orang-orang Yyang
termasuk anggota keluarga patrilineal pihak
menantu laki-laki atau anggota keluarga pihak
ayah dari ibu. Dalam hal ini, dzul arham
termasuk anggota keluarga sedarah, namun

ak ada lagi ahli
ang tersisa.

akan atau
seseorang
nghalangi
reka yang

endapat waris dari
unia adalah sebag
nuh pewaris

ng yang membun
at warisan dari kel
i hukum Islam s

mewarisi  harta
iran  Syafi’iyah
berpendapat bahwa segala bentuk tindakan
pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris
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terhadap pewarisnya adalah menjadi penghalang
baginya untuk mewarisi.*!

Secara teknis tentang pembunuh yang
membunuh pewaris terhalang mendapat harta
warisan telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi
Hukum Islam yafig berbunyi:

“Seseorang enjadi ahli waris apabila
ang telah mempunyai

diancam
njara atau

tad adalah orang ari agama
idak mendapat [

masuk Islam,
belum dibagi-
bagikan, maka seorang ahli waris yang baru
masuk Islam tersebut tetap terhalang untuk
mendapatkan harta warisan. Karena timbulnya
hak untuk mewaris tersebut adalah sejak kematian

41 Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai
Pembaharuan Hukum Pasitif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), HIm. 77.
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orang Yyang mewariskan, bukan saat kapan
dimulainya pembagian harta waris. Jadi, jika pada
saat kematian si pewaris, ahli waris masih dalam
keadaan murtad maka status ahli waris dengan si
pewaris adal keadaan berlainan agama,
satu sebab penghalang

B. Teori
1. P

an manfaat: Ya
dalah” suatu kem ang tidak
oleh. syara’ s
nnya dan tidak pu
memerintahkan un
abaikannya.”* Ma

am Al-quran dan
hadist n unsur manfaat
umum (kemaslahatan). Namun perlu diingat, dalam
menarik unsur kemaslahatan adalah menghindari

42 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga,
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press), him. 158.

4 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan
Hukum Figh Islam, (Bandung: PT al-Ma’arif), Him. 105.

44 Chaerul Umam dkk, Ushul Figh 1, (Bandung: Pustaka Setia), HIm.
143.
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kemudlaratan (keburukan) lebih utama daripada
mencari unsur kemaslahatan.*

Dalam menetapkan hukum, terkadang maslahah
disamakan dengan giyas atau istihsan. Dalam giyas
terdapat dua peristiyg, pertama peristiwa yang sudah
ada ketentuan berdasarkan nash, kedua
ar ketetapan hukumnya.

satu nash pun

kan _untuk dikerj ada satu
yang mend tapkannya
memenuhi

dapat membawa
kemudharatan.
Kemaslahatan wahamiyyah adalah kemaslahatan
yang hanya diperkirakan ada dan tidak
mempertimbangkan kemudharatannya.
Contohnya menyerahkan hak talak untuk

45 Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia,
(Malang: Setara Press), HIm. 32.

46 M. Padil dan M. Fahim Tharaba, Ushul Figh Dasar Sejarah dan
Aplikasi Ushul Figh dalam Ranah Sosial, (Malang: Madani), HIm. 105.
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mentalak istrinya kepada hakim dalam semua
keadaan, sedangkan yang sebenarnya mentalak itu
adalah suami.

b. Maslahah harus mengandung kemaslahatan
umum. Kema tan harus benar-benar dapat

dasar  yang

dari segi keber urut Imam

dalam < kitabnya " terbagi
bagian, yaitu;*®
ahah al-Mu tabara
aslahatyang telah d nsyariatan
ya dari Al-qu n hadis.
mana pengharama k menjaga

anusia, sehingga™ di
ataupun minu

b. Al-maslahah al-Mulghoh
Yaitu maslahat yang ditolak atau dibatalkan
hukumnya oleh syariat, sebagaimana pendapat

47 M. Padil dan M. Fahim Tharaba, Ushul Figh Dasar Sejarah dan
Aplikasi Ushul Figh dalam Ranah Sosial, (Malang: Madani), HIm. 106.

48 Rahmayani dkk, “Al-Maslahah al-Mursalah sebagai Sumber
Hukum (Studi Analisis Pendapat al-Syafi’i dalam Kitab al-Risalah)”, Al-
Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, Vol. 3, No. 1 (2024), him 133.
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beberapa ulama tentang hukum kafarat bagi
sultan/penguasa yang melakukan hubungan
seksual pada siang hari di bulan ramadhan adalah
berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena
memerdekakan budak bagi penguasa adalah hal
yang mudah inya, dikarenakan banyaknya
harta yang endapat ini bertentangan
i kafarat adalah bentuk

cara berurut. Maka
andang bahwa

rut-turut atas
yang batal

hah al-Maskut
maslahat “yang
han, dan penola
Maslahat ini belu
engan syariat atau
hlahat dari segi pr
para ulama dibagi
shlahat al-darug

ditetapkan
nya oleh
bahwa dia

dunia. Artinya
unya arti apa-apa
bila satu saja dari prinsip kemaslahatan tidak
ada.*® Maslahat ini terkandung dalam lima
perkara, yaitu memelihara agama, memelihara
jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan,

4 Zulbaidah, Ushul Figh | (Kaidah-Kaidah Tasyri’ah), (Bogor:
Ghalia Indonesia), HIm. 135.
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memelihara harta. Kelima maslahat ini
menjadi patokan hukum bagi syariat, maka
dari itu kelima patokan tersebut disebut
dengan al-daruriyyat al-khamsa atau
magashid lah. Tiap-tiap perbuatan yang
dapat erlangsungan lima prinsip
erupakan maslahah

kebutuhan

ini
menjadi
manusia memenuhi
tuhannya atau unt an sebuah
faat. Maslahah vy sekunder,

diperlukan o ja untuk
permudah kehidu

sholat (sholat jama’ dan sholat qashar),
dibolehkannya membatalkan puasa bagi
musafir dan lain sebagainya.>

50 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 11, (Jakarta: Logos Wacana
limu), HIim. 349.

51 Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode ljtihad Dan
Tujuan Utama Hukum Islam”, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No.
2 (2017), HIm. 157.
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c. Al-maslahah al-tahsinat
Yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap
berupa keleluasaan yang dapat melengkapi
kemaslahatan sebelumnya. Maslahat yang
berkaitan dengan muru’ah
an), yakni maslahat yang
adat dan akhlak yang
rupakan kebutuhan

manusia
nan yang
agus, dan
najis dari

maslahah adalah tiwa atau
ng perlu ditetapka
menunjuk. untuk

Abu Bakar untuk
mengumpulkan Al-quran, kemudian menulis ayat
pada lembaran-lembaran, menunjuk Umar bin
Khattab sebagai Khalifah sesudahnya.

52 Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai
Dasar Penetapan Hukum Islam”, Jurnal Justitia, Vol. 1 (2014), Hlm. 355.

3 M. Padil dan M. Fahim Tharaba, Ushul Figh Dasar Sejarah dan
Aplikasi Ushul Figh dalam Ranah Sosial, (Malang: Madani), HIm. 106-107.
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. Keputusan yang diambil oleh Umar bin Khattab
mengenai talak tiga yang diucapkan sekaligus;
keputusan beliau tidak menjalankan hukuman
potong tangan terhadap pencuri yang mencuri
karena keadaan darurat/terpaksa sebab kelaparan
pada masa paceklik dan sebagainya.

ang mewajibkan gishash bagi
seseorang.

Arab Saudi untuk
jumrah dan tempat




BAB III

PRAKTIK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS
DI DESA PEGUNDAN

A. Gambaran Umum Desa Pegundan Kecamatan Petarukan
Kabupaten Pemalang
1. Demografi Desa Pegaindan

dari_lahan sawah
arat seluas 83.320
Desa Pegundan

zaman Kesultanan
masehi, saat terjadi
iponegoro. mela
geran Diponegor
tersebut sehj

peristiwa
am sekitar

yaitu R.M Wonogati dan R.M Kaipah yang mencari
tempat persembunyian untuk memulai kehidupan
yang baru. Perjalanan mencari tempat persembuyian
tersebut membawa mereka ke daerah yang ditumbubhi
pohon “Gundo”. Dengan izin dari Adipati Pemalang

48
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R.M Suryo Dilogo, mereka akhirnya mendirikan
pemukiman di daerah

tempat hutan Gundo tumbuh, dan pemukiman tersebut
dikemudian hari dikenal dengan nama Pegundan.>*
esa Pegundan memiliki batas-

u Kecamatan
ebelah ‘barat ber gan Desa
oning Kecamtan
egi administratif, an terbagi
pat dusunyakni D
W, Dusun Dampi
Polir dengan 16 R
an 15 RT dan 2 R

meter dari garis

agian besar untuk
pertanian tanaman pangan yang mendapatkan aliran
irigasi dari Bendungan Sokawati yang bersumber dari
Kali Comal.®

2. Visi dan Misi Desa Pegundan

54 Pegundan Pusere Pemalang, Profil Desa,
https://pegundan.desa.id/profil-desa/, diakses 4 Oktober 2024.
% Pegundan Pusere Pemalang, Profil Desa,

https://pegundan.desa.id/demografi/, diakses 4 Oktober 2024.
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Proses penyusunan visi dan misi Desa Pegundan

dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang

mencakup kebutuhan kolektif masyarakat desa.

Adapun visi dan misi Desa Pegundan adalah sebagai

berikut:

a. Visi Desa Pe
Visi

gambaran  yang
ondisi ideal yang
depan dengan
butuhan yang

Ml KERAKYAT MENUJU

PEGUNDAN HARUM
nis, Aman, Ramah, Mandiri)”.
sa Pegundan
erupakan serang kah yang
guna /mewujud i esa.

Pegundan yang yang terdiri dari:*
a. Harmonis
Pemberian edukasi kepada masyarakat untuk
selalu hidup rukun dan damai agar tidak

% Pegundan Pusere Pemalang, Profil Desa,
https://pegundan.desa.id/demografi/, diakses 4 Oktober 2024.
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mudah  terpengaruh  berita-berita  hoax

sehingga tercipta lingkungan yang harmonis.
b. Aman

Memupuk semangat bela Negara guna

meningkatkan rasa memiliki desa tercinta

Desa Pegundan agar selalu terjaga keamanan
ingkungan.

i antar warga dengan
un Tetangga (RT)

prasarana
rcapainya
bangunan. _j g Yyang
elanjutan i i elakukan
asi-inovasi baru u desa yang
ul.

bangunan  dibid i dan
omi kerakyatan
di

undan pada akhir
tahun 2022 sebesar 13.666 jiwa, yang terdiri dari
6.413 jiwa laki-laki dan 7.253 jiwa perempuan.
Sedangkan angka kepadatan penduduknya sebesar
393 jiwa/km? Keadaan penduduk jika dilihat dari
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aspek pendidikan masyarakat Desa Pegundan bisa

diketahui seperti diuraikan pada tabel berikut:®’
Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa
Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten

No Persentase
(%)
1 29,82%
2 38,25%
18,23%

Pekerjaan
Buruh Tani
Pedagang

4
5
6 Sopir 1%
7 TNI/POLRI 1%
8 Pensiunan 3%

SPegundan  Pusere  Pemalang,  Statistik  Kependudukan,
https://pegundan.desa.id/tingkat_pendidikan/, diakses 4 Oktober 2024.

%8 Ppegundan Pusere  Pemalang, Statistik Kependudukan,
https://pegundan.desa.id/mata_pencaharian/, diakses 4 Oktober 2024.
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5. Sarana dan Prasarana Desa Pegundan
Dalam kaitannya dengan sarana dan prasarana
yang dimiliki, Desa Pegundan termasuk desa yang
mempunyai sarana dan prasarana yang cukup lengkap.
Berikut ini adal sarana dan prasarana yang

ok Arisan: 5kelo
ok Simpan Pinjam
ok Tani : 6 kelomp
nomi Desa Pegun
uhan Ekonomi

esa Pegundan
apat menampung
sekitar 100 lapak pedagang dari Desa Pegundan
dan desa-desa di sekitarnya. Keberadaan pasar ini
berdampak signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi penduduk Desa Pegundan. Kemudian
dari sektor pertanian sebagai sumber utama

59 Pegundan Pusere Pemalang, Profil Desa,
https://pegundan.desa.id/sarana-prasarana desa/, diakses 4 Oktober 2024.
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pendapatan masyarakat Desa Pegundan, bagi
pemilik lahan/sawah ada yang mengolah atau
menggarap lahannya sendiri, ada juga yang
menyewakan lahan/sawahnya untuk diolah atau
digarap orang lain. Bagi yang tidak memiliki
modal untuk ewa lahan atau membeli
garapan S mereka bekerja sebagai

rata-rata
k Desa Pegundan iliKIBenghasilan
p. 2.400.00,00 (d ratus ribu
per ‘bulan, .yang melebihi
upah minimum Kabupaten

g'60

iputi:
1) Industri Rumah Tangga
Desa Pegundan memiliki industri rumah
tangga berupa konveksi yang berkualitas baik.
Industri ini terletak di semua dusun di Desa

60 Hasil observasi di Desa Pegundan.
61 Pegundan Pusere Pemalang, Profil Desa,
https://pegundan.desa.id/potensi_desa/, diakses 4 Oktober 2024.
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Pegundan yang memberdayakan masyarakat
sekitar sebagai pekerjanya. Sebagian besar
konveksi ini memproduksi berbagai jenis
celana yang kemudian disetor ke pengepul
untuk didistribusikan ke berbagai toko
pakaian.

tangga yang
Usaha ini

stri Minuman Her
eiring dengan ke
man  herbal dan anfaatkan
ber daya“yang a i Pegundan
pat industri dari ol j rah seperti
jahe merah, b j
g-enting jahe m
merah inl suda

ihasilkan sudah
di Provinsi Jawa
Tengah. Industri ini diberi nama “Sentra TBM
Jahe Merah Sari Husada” yang sudah
mengantongi izin P-IRT dan label halal MUI.
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B. Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris Di Desa
Pegundan

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah penulis

lakukan dalam upaya untuk memperoleh data yang sesuai

dengan penelitian ini, penulis melakukan wawancara

dengan beberapa informan yang berada di Desa

Pegundan. Informan ggi dipilih berdasarkan cara

purposive samplin pemilihan sampel yang
memenuhi kriteg nulis tentukan.

Kriteria
adala bapak H. A,

, Informan

awancara selain | tersebut
s Desa Pegundan ani bagian
sa dan urusan ke termasuk

rai salah satu ahli
an untuk diwaw

bekerja sebagai

Keluarga H. A ini terdiri dari ayah (H. A), istri (SS
dan S) dan 6 anak (2 laki-laki dan 4 perempuan).
Kedua istri dari H. A dan anak nomer 4 (perempuan)
telah meninggal lebih dulu sebelum H. A meninggal.
Pada tahun 1988, H. A selaku ayah meninggal dunia
dengan meninggalkan 5 orang anak. Harta warisan
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yang ditinggalkan adalah sebuah rumah tua dan tanah
pekarangan seluas 1050 m? yang terletak di Desa
Pegundan.

Pada tahun 1988 setelah meninggalnya H. A, harta
warisan tidak langsung dibagikan kepada ahli
warisnya dikarena hli waris merasa tidak etis jika
langsung mem aris ketika pewaris belum
i tara waktu, rumah tua

bapak_.saya. m
ak langsung dibag
arhum-tidak kepi
arena masih su . Setelah
hari selesai, kel
ulang ‘ke rumah

Pada awalnya tidak ada masalah yang timbul
akibat penundaan pembagian harta waris ini, sampai
kemudian pada tahun 2010 ada salah satu ahli waris

62 Hasil wawancara dengan Ibu Hj. M (informan) pada tanggal 15
September 2024, oleh Muhammad Fariz.
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(anak laki-laki terakhir) yang meminta jatah warisan
dari ayahnya (H. A) untuk Kkeperluan biaya
pengobatannya. Kemudian anak pertama dari H. A
menetapkan bahwa jatah warisan dari anak laki-laki
terakhir dari H. A adalah sebidang tanah pekarangan
seluas 23 are. Nam iring berjalannya waktu, tidak
ada kelanjutan agian harta waris tersebut.

ah secara lisan
A menjadi jatah
warisan anak perempuan terakhir H. A dan tanah
pekarangan dibagi kepada 2 anak laki-laki dan 3 anak
perempuan selaku ahli waris H. A. Namun
kesepakatan tersebut hanya secara lisan dan belum

83 Hasil wawancara dengan Ibu Hj. M (informan) pada tanggal 15
September 2024, oleh Muhammad Fariz.
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dibagi secara detail berapa bagian tanah pekarangan
yang akan dibagi kepada 2 anak laki-laki dan 3 anak
perempuan.

Pada tahun 2018, ahli waris yang menempati
rumah tua (anak perempuan kelima) peninggalan H. A
meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan 5
anak. Setelah mgminggalnya ahli waris yang
menempati rum ah pekarangan, salah satu
ahli  waris untuk diadakan lagi
secara resmi dan
g akan diterima.

ual rumah
uang hasil
but dibagi
i waris dari’ H. but tentu
enolakandari ana

Ini seperti yang
selaku Sekretaris

Desa Pegundan:

“Keluarga almarhum H. A memang sudah lama
bolak-balik Balai Desa untuk mengurus harta warisan,
Mas. Tapi prosesnya hanya sampai pada minta surat
keterangan ahli waris dan surat kematian pewaris dari
pihak desa, setelah itu tidak diketahui kelanjutan
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prosesnya bagaimana. Karena memang pada saat
proses pengurusan administrasi di kantor desa ada
beberapa syarat administrasi yang belum terpenuhi,
Mas.”%

istrinya: meningg hun 2005
enyisakan ahli. wa

Isan berupa rumah
tua beserta tanah pekarangan ditempati oleh anak
bontot (terakhir) dari H. S. Sedangkan sawahnya
disewakan yang uang hasil menyewakan sawah
tersebut dibagi rata antar ahli warisnya.

64 Wawancara dengan Bapak Kisnadi (Sekretaris Desa Pegundan),
pada tanggal 20 September 2024.
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Sebelum terjadinya pembagian harta waris, ada
ahli waris yang meninggal dunia vyaitu anak
perempuan nomer 3 pada tahun 2017 dan anak
perempuan nomer 4 pada tahun 2019, kemudian anak
laki-laki nomer 6 meninggal pada tahun 2023. Hal ini
mengakibatkan anak-anak dari Bapak H. S tersisa 5
orang yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 3 anak

dengan ibu Hj. IC,

membahas
kan semua
empunyai

pulang kampung
, saat «tulah ko ikit demi
ng harta warisan iutarakan.

S ini termasuk
golongan menengah ke atas, Mas. Mereka
kebanyakan bekerja sebagai ASN di berbagai kantor
pemerintahan. Makanya setelah bapak meninggal,
kami tidak buru-buru membagi harta warisan
peninggalan bapak. Namun setelah ahli waris
kebanyakan sudah pension, barulah mereka
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mempertanyakan jatah warisannya masing-masing.
Malah saya dianggap mau menguasai semua warisan
dari bapak saya, padahal dari dulu belum ada
pembahasan tentang warisan makanya saya yang anak
terakhir ya nempati rumah peninggalan bapak saya,
Mas.”®°

. IF terdiri dari ist rang anak
an 3perempuan). 98, bapak
nggal dunia deng [ Ikan harta
a rumabh, tanah se an sawah
ktar.

bapak H. IF men

anak laki-laki nomer dua meninggal dunia dan belum
juga mendapatkan harta waris dari almarhum
bapaknya. Berdasarkan wawancara dengan bapak D,
bahwasannya harta warisan berupa rumah dan sawah

5 Wawancara dengan ibu Hj. IC (informan), pada tanggal 1
September 2024, oleh Muhammad Fariz.
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dikelola dirinya sendiri setelah bapak H. IF meninggal
sampai sekarang. Bapak D menuturkan bahwa :
“Saya menempati rumah peninggalan bapak ini
dari bapak saya masih ada, Mas. Karena memang saya
yang diamanahi ba untuk menempati rumah ini.
n bapak juga saya yang

dari bapak H. IF D karena
untuk ‘sekolah a , akhirnya
ersebut hanya dibe uas ¥ bau
m2) untuk dijual diberikan

waris yang memb

sama teman saya yang bekerja sebagai notaris. Setelah
dijelaskan prosesnya yang begitu panjang, akhirnya
saya mengurungkan niat untuk memproses pembagian
harta waris bapak, Mas.”®’

% Hasil wawancara dengan Bapak D (informan), pada tanggal 20
Agustus 2024, oleh Muhammad Fariz.

®7 Hasil wawancara dengan Bapak D (informan), pada tanggal 20
Agustus 2024, oleh Muhammad Fariz.
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Berdasarkan uraian kasus di atas dan hasil
wawancara dengan Sekretaris Desa Pegundan, praktik
pembagian harta waris di Desa Pegundan memang
tidak menentu dalam waktu pembagiannya. Sebagian
besar masyarakat Desa Pegundan memang suka
menunda pembagiangiarta waris sampai jangka waktu

ibutuhkan,
ministrasi
rdasarkan
Sekretaris

Pegundan

waris. Ada juga yang beralasan proses pengurusan
administrasi dalam pembagian harta waris terlalu
ribet, terutama bagi keluarga yang memiliki harta
warisan dari orang tuanya sangat banyak, misalnya
sawahnya sangat luas. Proses pembagian memerlukan
waktu yang lama dan biaya yang banyak, misalnya
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biaya untuk persaksian dan lain sebagainya. Namun
jika harta waris yang ditinggalkan sedikit, biasanya
hanya melalui musyawarah keluarga saja sehingga
prosesnya cepat dan tidak menunda sampai bertahun-
tahun.

2968

~\vfr

88 Wawancara dengan bapak Kisnadi (Sekretaris Desa), pada tanggal
20 September 2024, oleh Muhammad Fariz.




BAB IV

TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PEGUNDAN
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

A. Analisis Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris
Di Desa Pegundan tan Petarukan Kabupaten
Pemalang
Berdasarkan raktik  penundaan
pembagian hart i sudah menjadi
kebiasaan ma i . I berdasarkan
keterangan i iti n melalui
wawancar
beberapa

I, /dan Il

sehingga
Desa Pegundan dianggap sebagai suatu peristiwa biasa
yang sering terjadi di masyarakat. Dalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 175 menjelaskan bahwa:5°
Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

89 Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.
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a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman
jenazah selesai;

b) Menyelesaikan baik hutang-hutang baik berupa
pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris
maupun penagih piutang;

c) Menyelesaikan wasiat pewaris;

d) Membagi harta wassan di antara ahli waris yang
berhak.

b. Penundaan terjagdi
ahli waris

anya musyawarah antar

ena ahliv.warishe
rta _peninggalan
da kasus-kasus ter
waris yangtidak se
agian besar ahli
ta lain ssehingga
ris di waktu ya
Menurut penulis

sudah banyak
aplikasi ca komunikasi jarak
jauh seperti misalnya aplikasi zoom meeting, video call
whatsapp grup dan lain sebagainya. Kecuali memang
tidak adanya keinginan dari para ahli waris untuk
memusyawarahkan hal tersebut. Hal inilah yang
dikhawatirkan akan membuat penundaan dalam membagi
harta waris tetap berlanjut.
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c. Kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam
Tingkat pemahaman tentang hukum waris Islam yang
tergolong masih rendah menjadi salah satu faktor yang
mempengaruhi masyarakat dalam melakukan penundaan
pembagian harta waris. Hal ini dapat dilihat dari aspek
pendidikan yang sebagian besar masyarakat Desa
Pegundan hanya lul olah Dasar sebesar 29,82 %
dan lulusan S sebesar 38,25% yang
tentunya pa belum mempelajari
i i ya penyegeraan
tentang ilmu
jelis-majelis

h bagi anak-anak.
t penulis, praktik
harta wari an kurangnya pem
waris Isl i apat dibenarkan.
seseorang
seseorang
memaham i i arta waris,
menunjuk seseoran
jan harta wari

ahli waris dapa
dalam pelaksanaa

Alasan lain yang mempengaruhi penundaan pembagian
harta waris di Desa Pegundan adalah karena harta warisan yang
ditinggalkan sebagian besar berupa tanah dan sawah. Masyarakat
beranggapan bahwa harta warisan berupa tanah dan sawah tidak
akan hilang ataupun berkurang walaupun tidak segera dibagi

70 pasal 187 Kompilasi Hukum Islam.
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kepada ahli warisnya, bahkan semakin lama semakin bertambah
nilai jualnya. Berdasarkan kasus-kasus penundaan pembagian
harta waris yang terjadi di Desa Pegundan, penulis menemukan
bahwa praktik penundaan pembagian harta waris dapat
menimbulkan kemadharatan yang besar antara ahli waris yang
satu dengan yang lainnya, dia nya adalah sengketa dan fitnah
antar ahli waris di kemudi

ari orang yang
ditinggalkan

ggal dunia,

n beralih

an setelah

dari

enguburkan; mel i a hutang-
ikan wasiat apabila ris berhak
-masing dan ahli lain tidak
g ataupun menga ang sudah
aris yang lain, ki kebutuhan

perpecahan anta

B. Tinjauan daan Pembagian
Harta Waris Di Desa Pegundan Kecamatan
Petarukan Kabupaten Pemalang
Dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia,

memang tidak ditentukan kapan batas waktu untuk pembagian

1 Indah Purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di
Indonesia, (Malang: Setara Press, 2017), HIm. 148.
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harta waris. Namun, pembagian harta waris dianjurkan untuk
segera dilakukan baik disaat ahli waris itu membutuhkan ataupun
tidak membutuhkan warisan tersebut. Karena masalah penundaan
dalam pembagian harta waris sangat rentan menjadi sebab
pertengkaran antar ahli waris di kemudian hari. Karena
penundaan pembagian harta waris akan berdampak pada harta
warisan itu sendiri, entah waran itu menjadi berkurang atau
bertambah, atau mungkin iU termakan oleh ahli waris
yang ingin menguasai rsebut, bahkan ada ahli
waris yang menin
warisannya.

sesegera
pewaris se : raan membagi h
bagian dari mengurus jenaza

i asyarakat ditunt

itu adalah
ang telah
mengurus

segera
meninggal.

Jam setelah

Syariat Islam menganjurkan untuk saling menjaga sesama
manusia, terlebih lagi dalam anggota keluarga. Menghindari
segala sesuatu yang menimbulkan kemadharatan atau kerusakan
dalam hidup dengan mengutamakan hukum Allah dalam setiap
permasalahan agar akibat dari pengamalan hukum Allah tersebut
menimbulkan kemaslahatan atau kebaikan bagi semua manusia,
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terlebih lagi bagi keluarga karena memang syariat Islam
menganjurkan hal tersebut. Karena di dalam pengamalan suatu
hukum Islam harus memperhatikan kelima unsur dasar (magashid
syariah) yaitu: agama, akal, keturunan, jiwa dan harta. Apabila
dalam mengamalkan suatu hukum tersebut menyalahi salah satu
atau bahkan semua unsur dasar tersebut, maka hukum itu harus
dihindari atau ditinggalkan. Olelakarena itu, untuk mencegah dan
menjaga agar kemadharat ah tidak terjadi, kita harus
menggunakan hukum lesaikan segala sesuatu
atau perkara, kh

ahli warisyang d
masa dep ak dengan ‘mema
a yang sudah dite
sangat dianjurkan
emadharatan di k
ratan itu lebih di
anfaat; Hal ini s

karena itu
rakan agar
ri, karena
lam Islam

daripada

pembagian harta alam pembagian
harta waris tidak ntuk menghindari
kemadharatan atau fitnah dan lain sebagainya agar tidak terjadi di
kemudian hari antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.
Oleh karena itu, menyegerakan pembagian harta waris sangat
dianjurkan karena seseorang yang dengan sengaja menunda atau
bahkan menghalangi pembagian harta waris akan menyebabkan
berbagai kemadharatan dan fitnah antara ahli waris. Walaupun
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mungkin ada kemaslahatan yang dirasakan akibat penundaan
pembagian harta waris, tetapi itu hanya kemaslahatan yang
bersifat sementara atau sesaat. Di kemudian hari, akan timbul
kemadharatan, kerusakan dan fitnah yang jauh lebih besar dan
berbahaya. Kemaslahatan merupakan sebuah dasar dalam
menetapkan sebuah syariat dimana segala sesuatu itu harus
memberikan kebaikan dan kema@faatan bagi semua manusia agar
manusia hidup dengan t damai. Maslahah dalam
pengertian syariah anfaat dan menolak
kemadharatan dala juan syara’. Dengan

dikatakan
mafsadah.

tapi

Di

kum. Kkewarisan ah jelas

menerang ri kapan warisan b iapa-siapa
saja yang dapatkan warisan, bagiannya
masing-m dak mungkin akan i lah apabila

masalah pem rta  waris

kemaslahatan. Se
ada suatu alasan untuk membenarkan penundaan pembagian harta
waris, karena sesuai dengan pengertian dari waris itu sendiri
bahwa harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia
(pewaris) akan berpindah kepemilikannya secara otomatis kepada
ahli warisnya yang berhak.
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Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan terkait
praktik penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa
Pegundan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, secara
keseluruhan kasus-kasus penundaan pembagian harta waris
tersebut menimbulkan kemadharatan atau kerusakan dan fitnah
antar ahli waris. Dampak negatif tersebut memang belum
dirasakan pada awal penundaagekarena kondisi ahli waris yang
belum ada yang mem dan belum ada yang
memperhatikan harta w, tetapi di kemudian hari
para ahli waris ertanyakan bagian-
bagiannya masi i

udian_ hari bisa
bisa sampai.me

ri maslahah, alasa
harta waris di Des

ampak yang ditimb
ang penulis

kemudian harf.

suatu hukum ber yang ditimbulkan
oleh perkara tersebut dengan mempertimbangkan tujuan syara’
yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga
keturunan dan menjaga harta.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis

tentang penundaan pembagian harta waris di Desa

Pegundan Kecamatan Retarukan Kabupaten Pemalang,
dapat diambil kesim agai berikut:

1. Praktik pen i

rta waris,
al di Desa

mua ahlirwaris be
hli waris berangg
setelah meningga
harusan, sehingg
harta waris di

dalam pembagian harta waris sebaiknya tidak
dilakukan dan dihindari karena penundaan tersebut
akan menimbulkan dampak negatif dan kemadharatan
dikemudian  hari, walaupun pada awalnya
memberikan kemaslahatan, namun sifatnya hanya
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sementara karena dikemudian hari kebutuhan masing-
masingahli

waris tidak sama dan sewaktu-waktu bisa berubah dari
sekarang. Hukum waris Islam telah jelas dalam
menjelaskan siapa saja yang berhak mendapat warisan
dan berapa bagiannya masing-masing, oleh karena itu
pembagian harta wass harus segera dilakukan untuk

B. Saran

didap

ingin

Desa

lain secara

tidak ‘menjadika i@saan praktik
m pembagian hart i na praktik

bagian harta war
yang | bersifat
a akan berlanjut

u dengan cara
lain sepe harta waris ke
penngadilan agar dalam pembagian harta waris tersebut
sesuai dengan syariat Islam dan mempunyai landasan
hukum yang kuat.
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